JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI

VOLUME 07

No. 04 Desember ® 2018

Halaman 194-199

Artikel Penelitian

KEBIJAKAN SUBSIDI DI RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN SETELAH
MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN
SAROLANGUN

Budi Andiyanto', Laksono Trishantoro?, Faozi Kurniawan?®

'Rumah Sakit Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain
2Program Studi llmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
3Program Studi limu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Latar belakang: Penyelenggaraan pelayananan kesehatan
RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun
masih jauh dari harapan, salah satunya penyebabnya masih
minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk
membiayai kebutuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai
pusat rujukan pelayanan kesehatan. Perubahan status RSUD
Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) secara penuh melalui Keputusan Bupati
Sarolangun No0.367/RSUD/2013, memberikan kemudahan
berupa fleksibilitas pengelolaan keuangan. Disisi lain ada
pendapat yang over estimate dari pemerintah daerah terhadap
keberadaan BLUD, Pemerintah daerah beranggapan dengan
adanya perubahan menjadi BLUD, rumah sakit akan benar-
benar mandiri dan lepas dari beban pembiayaan pemerintah
daerah, termasuk belanja modal bahkan pembayaran gaji
pegawai. Menurut Trisnantoro (2009) Perubahan menjadi
BLU bersifat public good, bukan private good, Rumah sakit
BLU mempunyai pelayanan yang menjadi tanggung jawab
negara Sehingga diperlukan subsidi yang berkelanjutan.
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan
Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah
menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2015.
Metode: Penelitian ini merupakan riset kebijakan secara
kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk menganalisis
kebijakan, yang difokuskan pada aktor kebijakan, konteks,
isi, dan proses kebijakan. Hasil: Subsidi yang diterima di
RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD), berupa biaya operasional
dan belanja pegawai; Stakeholder di Kabupaten Sarolangun
yang berperan aktif dalam proses kebijakan Subsidi di RSUD
Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sesuai dengan tugas, pokok
dan fungsinya masing-masing; Faktor konteks kebijakan yang
mempengaruhi adalah perubahan status RSUD Prof. DR.
H.M. Chatib Quzwain menjadi BLUD dengan status Penuh
dan faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Sarolangun; Konten/isi
kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain
hingga saat ini belum ada. Proses kebijakan kebijakan
Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dilakukan
secara top down dari Pemerintah Daerah.Kesimpulan:
kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain
setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
sebaiknya diberikan berkelanjutan karena rumah sakit
merupakan pelayanan publik yang sifatnya public goods.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Subsidi, Rumah Sakit

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai
tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan publik
(public service) dan memajukan perekonomian
daerah’. Pada tahun 2012 garis kemiskinan
Kabupaten Sarolangun lebih tinggi dari rata-
rata Provinsi Jambi dan Nasional. Anggaran
kesehatan di daerah sebagian besar terkait dengan
pendapatan daerah dan bukan dari kebutuhan
jumlah penduduknya?.

Permasalahan umum yang dialami oleh sebagian
besar Rumah Sakit Pemerintah di Indonesia, yaitu
dominasi faktor weakness (kelemahan internal),
terutama kurangnya sarana dan lemahnya daya
saing organisasi (Low Competitive Advantage)®.
Infrastruktur keuangan rumah sakit pemerintah
sangat buruk karena belum ada pemahaman
bahwa sistem keuangan harus berdasarkan sistem
akuntansi yang benar #, Oleh karena itu rumah sakit
harus patuh pada kaidah-kaidah bisnis dengan
berbagai peran fungsi manajerialnya®.

Menyadari hal tersebut, maka pemerintah
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 61 tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (BLUD) sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
Perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain menjadi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) secara penuh melalui Keputusan Bupati
Sarolangun  No0.367/RSUD/2013, memberikan
kemudahan berupa fleksibiltas pengelolaan
keuangan berupa pendapatan fungsional yang
dapat langsung digunakan untuk operasional
pelayanan tanpa harus disetor ke kas daerah.
Disisi lain ada pendapat yang over estimate dari
pemerintah daerah terhadap keberadaan BLUD,
Pemerintah daerah beranggapan dengan adanya
perubahan menjadi BLUD, rumah sakit akan benar-
benar mandiri dan lepas dari beban pembiayaan
pemerintah daerah, termasuk belanja operasional
rumah sakit dan bahkan belanja modal untuk
program pengembangan rumah sakit. Perubahan
menjadi BLU bersifat public good, bukan private
good, Rumah sakit BLUD mempunyai pelayanan
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yang menjadi tanggung jawab negara Sehingga
diperlukan subsidi yang berkelanjutan®.

Pada tahun 2013 sebelum RSUD Prof. DR. H.M.
Chatib Quzwain menjadi BLUD pemerintah daerah
memberikan anggaran sebesar 29,4 M, namun
pada tahun 2014 setelah berubah menjadi BLUD
anggaran dari pemerintah daerah mengalami
penurunan menjadi 26,7 M. Penurunan terjadi pada
belanja pegawai sebesar 2 M dan belanja barang
dan jasa sebesar 2,3 M.Berdasarkan permasalahan
tersebut di atas, maka pada penelitian ini, akan
diteliti lebih lanjut Bagaimana pengaruh kebijakan
subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain
setelah menjadi badan layanan umum daerah
(BLUD) Kabupaten Sarolangun tahun 2015.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan rancangan studi kasus dan menggunakan
pendekatan kualitatif. = Penentuan informan
dilakukan dengan menggunakan teknik purposive
sampling key informan. Dalam penelitian
ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam

menentukan atau yang berhubungan secara tidak
langsung dengan kebijakan subsidi, antara lain
dimulai dari; Direktur Rumah Sakit, Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kabupaten Sarolangun, Kepala
Bidang Ekonomi Bappeda, Kepala Bagian Tata
Usaha Rumah Sakit, Kepala Bidang Keperawatan,
dan Kepala Seksi Keuangan.

HASIL

Hasil penelitian ~ menunjukkan  setelah
perubahan status RSUD menjadi BLUD mengalami
peningkatan pendapatan dari 3,6 M menjadi 24,5
M, porsi pendapatan terbesar diterima dari BPJS
sebesar 20,8 M. Subsidi yang diterima mengalami
penurunan, ini dapat dilihat dari belanja pegawai
dimana sebelumnya 9,5 M menjadi 7,8 M, barang
dan jasa sebelumnya 8,3 M menjadi 3,7 M, dan
belanja modal/dana investasi meningkat dimana
sebelumnya 2,5 M menjadi 4,1 M tetapi besaran
dana yang diterima setelah menjadi BLUD hampir
sama tidak jauh berbeda setiap tahunnya.

Tabel 1 Anggaran Keuangan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain (Milyar Rupiah)

2013

Uraian Sebelum BLUD

2014
Sesudah BLUD

2015
Sesudah BLUD

Anggaran Realisasi

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Pendapatan RSUD
Umum 2,549
Jaminan Kesehatan 1,137
Total 3.686
Belanja

Pemerintah Daerah
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang/Jasa
Belanja Modal
APBD
DAK

6,550

8,938 7,923
20,539
9,593
8,373

16,322
7,705
6,266

2,572
1,085
1,487

2,351
0,864
1,487

Total Belanja
Surplus/Defisit

29,476
(22,926)

24,246
(20.560)

18.610 24,000
2,547
14,607

17,154

3,648
20,859
24,570

9,917 8,421 10,249 9,155
16,808
7,508

6,061

13,112
6,263
4,087

15,797
7,809
3,784

14,829
7,226
3,474

3,239
3,239

2,772
2,772

4,204
3,204
1,000

4,129
3,129
1,000

26,725
(8,115)

21,533
(4,379)

26,046
(2,046)

23,984
0,586

Sumber: Keuangan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain 2015

Kondisi keuangan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain sebelum menjadi BLUD mengalami
defisit sebesar 22,9 M dan setelah menjadi BLUD
mengalami surplus sebesar 586 juta.

Subsidi di Rumah Sakit

Hasil penelitian menunjukan subsidi dari
Pemerintah  Daerah  (APBD) mengalami
pengurangan di tahun 2015 dari tahun

sebelumnya 1,7 M, sedangkan subsidi dari
Pemerintah Pusat (APBN) melalui dana DAK
mengalami penurunan 400 juta di tahun 2015,
bahkan di tahun 2014 pihak rumah sakit tidak
menerima dana DAK. Hal ini dapat dilihat dari
grafik dibawah ini:

Grafik 1 Perbandingan Subsidi yang diterima RSUD Prof.
DR. H.M. Chatib Quzwain sebelum dan sesudah menjadi
BLUD

Milyar Rupiah
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Dari grafik dapat dilihat terjadi penurunan
subsidi setiap tahunnya dari pemerintah daerah,
rata-rata sebesar 1 M, hal ini diperkuat dari
kutipan wawancara dengan responden sebagai
berikut:
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“Subsidi daerah itu digunakan untuk belanja
pegawai, sementara dari pusat diperuntukan
untuk membeli alat-alat kesehatan untuk
mendukung program orang miskin baik itu IGD,
ruangan jamkesmas, Cuma ya itu tadi karena
kami mengelola dana sendiri, mereka agak pelit
dalam memberikan subsidi, mereka cenderung
mengurangi subsidi”. (Informan 1)

Peran Stakeholder dalam Kebijakan Subsidi
di Rumah Sakit

Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah,
baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah, selalu ada stakeholder kunci yang
mempunyai peran sangat vital terhadap lahirnya
sebuah kebijakan.

Tabel 2 Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Subsidi RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain

Stakeholder Peran

Direktur
dalam hal ini kementerian kesehatan

Mengajukan usul besaran subsidi kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda dan pemerintah pusat

Membuat prioritas program untuk pengembangan rumah sakit setelah berubah menjadi BLUD

Kabag. Tata Usaha

Kabid. Keperawatan

Kasubag. Keuangan

Membantu direktur dalam menyusun program untuk pengembangan rumah sakit
Mengakomodir apa yang menjadi keinginan dari masing-masing seksi dan bidang

Membuat usulan dan mengajukan usulan untuk kegiatan program yang akan datang

Membantu dalam menghitung besaran subsidi yang dibutuhkan rumah sakit

Kepala Bappeda
Pemerintah Daerah (TAPD)

Kabid. Ekonomi
pembahasan anggaran

Melihat dan menghitung kebutuhan subsidi rumah sakit kemudian usulan dibahas bersama Tim Anggaran

Menyampaikan saran dan ikut langsung memimpin rapat ketika kepala bappeda berhalangan hadir dalam rapat

Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat posisi dan
peran yang dimainkan oleh masing-masing
stakeholder terhadap kebijakan subsidi di RSUD
Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain. Secaralangsung,
stakeholder-stakeholder tersebut antara lain
adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD), Kepala Bappeda, Kabid Ekonomi. Untuk
stakeholder yang ada di RSUD Prof. DR. H.M.
Chatib Quzwain terlibat secara tidak langsung.

Konteks Kebijakan Subsidi di Rumah Sakit
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
informasi bahwa kebijakan subsidi di RSUD
Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dikarenakan
rumah sakit merupakan salah satu bagian dari
SKPD yang ada di Kabupaten Sarolangun dan
RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain belum
mandiri dari sisi pendanaan. Berikut kutipan hasil
wawancara yang diperoleh sebagai berikut:
“Seharusnya subsidi itu mengacu pada besaran
kebutuhan, rumah sakit sesuai dengan standar
depkes. Namun kita menyadari juga APBD itu
sendiri dibutuhkan banyak SKPD, sehingga
ketika mengajukan saling berebut lah, akhirnya
apa prioritas yang lebih diutamakan.”. (Informan

1)

“Seharusnya subsidi disesuaikan dengan
kebutuhan rumah sakit karena rumah sakit belum
BLUD mandiri.” (Informan 4)

Pada awal pengusulan kebijakan, pemerintah
daerah ingin sekali memenuhi kebutuhan rumah
sakit baik itu sarana dan prasarana, peralatan
alat kesehatan dan penunjang medis lainnya,
tapi karena keterbatasan keuangan daerah tidak
memungkinkan sehingga kebijakan subsidi di
RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi

berkurang.
Isi Kebijakan Subsidi di Rumah Sakit

Isi kebijakan berupa peraturan tertulis tentang
kebijakan subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain setelah menjadi badan layanan umum
daerah (BLUD) sampai saat ini belum ada
dikarenakan rumah sakit statusnya baru berubah.
seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Hingga saat ini belum ya.. belum ada peraturan
tertulis mengenai kebijakan subsidi, perda
dikatakan sebuah peraturan, tapi dalam proses
penyusunannya belum mempunyai aturan sendiri”.
(Informan 1)

Proses Kebijakan Subsidi di Rumah Sakit
Proses kebijakan adalah suatu agenda
yang teratur melalui suatu proses rancang dan
implementasi. Adapun proses penyusunan
kebijakan subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain dilaksanakan dengan melalui beberapa
tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengusulan kebutuhan rumah sakit dan
program pengembangan dari masing-masing
bidang di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain;
2. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh
Kabag. Tata Usaha karena seksi perencanaan di
RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dibawah
bagian tata usaha, untuk kemudian dimasukkan
ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. Setelah Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) disahkan oleh Direktur RSUD Prof. DR.
H.M. Chatib Quzwain kemudian diserahkan
ke Bappeda untuk pembahasan lebih lanjut di
TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
4. Setelah dibahas oleh TAPD dimana dari
pihak rumah sakit juga diundang, keluar plafon
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anggaran untuk subsidi RSUD Prof. DR. H.M.
Chatib Quzwain.
5. Setelah anggaran subsidi disepakati bersama
oleh stakeholder yang terkait, selanjutnya
dibawa ke DPR untuk dibahas dan disahkan.
Kebijakan yang telah dibuat harus ditinjau
ulang kembali karena ini adalah salah satu hal
penting dalam suatu kebijakan sehingga kebijakan
tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk
Kebijakan subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain, dapat diketahui dari hasil wawancara
berikut ini:
“Saya pikir kalau ... tapi saya pikir itu sudah
sesuai ya.. kitakan apa yang dibutuhkan di sini
sepenuhnya belum ya.. namun yang pokok-pokok

itu sudah kita berikan subsidinya dalam bentuk
pendanaan”. (Informan 5)

PEMBAHASAN
Pengaruh Subsidi di Rumah Sakit Setelah
Menjadi BLUD

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui
pengaruh subsidi, peran aktor, konteks, isi
kebijakan dan proses kebijakan subsidi.
Perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain menjadi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), subsidi yang diterima rumah sakit
mengalami pengurangan dengan anggaran yang
terbatas. sistem kesehatan kabupaten berfungsi
karena dukungan anggaran yang memadai
salah satunya rumah sakit’. Tanpa subsidi dari
pemerintah daerah berpotensi menimbulkan /lack
of cashterutama pada awal tahun anggaran.
RSUD Prof. DR. H.M. Chatib tidak memiliki dana
saving sama sekali untuk menyelenggarakan
pelayanan. Subsidi yang diterima RSUD Prof.
DR. H.M. Chatib Quzwain hingga penelitian ini
dilakukan masih ada tapi jumlah subsidi setiap
tahunnya semakin berkurang, pihak rumah sakit
sendiri masih belum bisa memastikan berapa
besaran subsidi yang diterima tahun berikutnya,
berapa jumlah optimalnya atau standar yang
dapat dijadikan acuan dalam penentuan nominal
subsidi.

Tarif yang murah bahkan cenderung gratis
adalah fakta tentang masih diperlukannya subsidi
pemerintah daerah. Ini berarti tanpa subsidi
rumah sakit akan mengalami kesulitan karena
tidak bisa beroperasi dan menjalankan fungsinya
sebagai pusat pelayanan rujukan di Kabupaten
Sarolangun. Tanpa subsidi, rumah sakit akan
memberlakukan tarif minimal sama dengan unit
cost agar mampu bertahan menyelenggarakan
layanan kesehatan. Penentu utama dalam memilih
fasilitas kesehatan diantaranya terdiri dari harga
yang dikenakan, biaya transportasi, pendapatan,
dan kualitas pelayanan®. Dibandingkan dengan

kebutuhan hidup manusia yang lain, kebutuhan
pelayanan kesehatan mempunyai tiga ciri utama
yang unik salah satunya yaitu Uncertainty atau
ketidakpastian menunjukan bahwa kebutuhan
akan pelayanan kesehatan tidak bisa pasti,
baik waktu, tempat maupun besarnya biaya
untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan
kesehatannya®.

Peran Stakeholder dalam Kebijakan Subsidi di
Rumah Sakit

Berdasarkan penelitian yang dilakukan
diperoleh hasil bahwa, setiap stakeholder yang
terlibat dalam pembuatan kebijakan subsidi
belum aktif dan berperan penting dalam proses
kebijakan subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain. Peran yang dilakukan oleh stakeholder
cukup beragam dengan program dan kegiatan
tersendiri namun dalam memberikan kontribusi
terhadap kebijakan subsidi belum sesuai dengan
perkembangan rumah sakit saat ini terutama
stakeholder kunci. Stakeholder merupakan
unsur terpenting dalam menentukan suksesnya
suatu kebijakan. Karena sumber utama acuan
peraturan dan perencanaan yang dibuat adalah
dari kebijakan pihak Stakeholder. Sebuah
kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang
tidak sengaja, tetapi tetap dilaksanakan dalam
implementasi atau praktek administrasi'®.

Hasil wawancara dengan beberapa responden
didapat bahwa bappeda mempunyai peran penting
dan strategis karena bappeda bagian dari Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebagai
sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah
daerah, kebijakan subsidi di RSUD Prof. DR. H.M.
Chatib Quzwain setelah menjadi badan layanan
umum daerah (BLUD) pada dasarnya merupakan
domain Pemerintah Daerah (eksekutif) sebagai
stakeholder kunci. Stakeholder (pemangku
kepentingan) adalah individu, kelompok atau
lembaga yang memiliki kepentingan terhadap
suatu kebijakan. Stakeholder kebijakan bisa
mencakup aktor yang terlibat dalam proses
perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan
publik, para penerima manfaat, maupun para
korban yang dirugikan sebuah kebijakan publik™'.

Konteks yang Mempengaruhi Kebijakan Sub-
sidi

Kebijakan subsididiRSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain setelah menjadi badan layanan umum
daerah (BLUD) ini tentunya akan berdampak pada
institusi rumah sakit sebagai pusatlayanan rujukan
di kabupaten sarolangun, dalam peningkatan
pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan
dapat meliputi kebijakan publik dan swasta
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tentang kesehatan, mencakup tindakan yang
mempengaruhi institusi, organisasi, pelayanan,
dan upaya pendanaan sistem kesehatan'?.
Faktor kontekstual yang mempengaruhi sistem
dalam hal kebijakan kesehatan mengacu pada
faktor sistemik, politik, ekonomi, sosial, nasional
dan internasional yang memiliki pengaruh pada
kebijakan kesehatan. Mengelompokkan faktor
tersebut dalam 4 (empat) kelompok. Kelompok
tersebut adalah faktor situasional, faktor struktural,
faktor budaya dan faktor internasional®. Dalam
penelitian ini faktor situasional merupakan faktor
yang sangat mempengaruhi latar belakang
kebijakan subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain setelah menjadi badan layanan umum
daerah (BLUD). Faktor ini meliputi faktor faktor
ekonomi, kemampuan keuangan daerah dan
perkembangan rumah sakit dari masa ke masa.

Rumah sakit, dalam pelaksanaan tugasnya
pelayanannnya selalu mengalami dinamika,
akibat perubahan bidang sosial, politik, ekonomi,
teknologi dan juga perubahan lingkungan.
Pemberian subsidi yang sama dengan semua
tingkatan sosial ekonomi akan menjadi potensi
ancaman terhadap pemerataan penyaluran
subsidi kesehatan oleh pemerintah pemerintah
(Chen et al.,2012)".

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan
beberapa faktor yang dapat diidentifikasikan
sebagai penyebab  mendasar terjadinya

pergeseran fungsi dan perubahan status RSUD
Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi BLUD
diantaranya rumitnya birokrasi dalam alur
distribusi, pengelolaan keuangan dan sarana
pendukung, baik yang resmi maupun yang tidak
resmi. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan
jasa pelayanan bagi masyarakat yang berakibat
terhadap naiknya biaya layanan, disamping
itu adanya pergeseran dalam kebutuhan
masyarakat akan jasa pelayanan kesehatan.
Kebutuhan akan hal ini meningkat sangat tinggi
sebagai akibat program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yaitu BPJS. Ada beberapa fitur
yang berbeda dengan program kesehatan; (1)
harga subsidi diterapkan hanya untuk penyedia
layanan publik; (2) program ini diikuti desain
desentralisasi, dengan penargetan baik geografis
dan berbasis masyarakat; (3) ada hubungan yang
lemah antara penggunaan kartu kesehatan dan
kompensasi penyedia layanan kesehatan'.
Menurut Ramesh dan Wu (2009)®, berpendapat
bahwa perluasan skema asuransi kesehatan
yang disubsidi pemerintah tidak hanya akan
meningkatkan akses ke rumah sakit tetapi juga
memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan

posisinya sebagai pembeliterbesar dari pelayanan
kesehatan itu sendiri untuk meningkatkan daya
saing diantara penyedia. Hal ini tentunya menjadi
peluang bagi RSUD Prof. DR. H.M. Chatib
Quzwain dalam memperoleh pendapatan.

Proses Kebijakan Subsidi di Rumah Sakit
Setelah Menjadi BLUD

Pada bagian analisis stakeholder, Bappeda
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
mempunyai peran penting dan mempunyai peran
dominan dalam menentukan besaran anggaran
dalam hal ini subsidi untuk RSUD Prof. DR. H.M.
Chatib Quzwain. Tetapi hasil akhir dari proses
pemberian anggaran dalam hal ini subsidi dari
pemerintah daerah berdasarkan Plafon anggaran
sehingga rumah sakit tidak mempunyai pilihan dalam
mengembangkan program-program yang sudah
disusun dari awal. Subsidi dari pemerintah daerah
berupa belanja pegawai dan kebutuhan operasional
rumah sakit mengalami pengurangan setelah RSUD
Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi BLUD
dan anggaran investasi untuk rumah sakit yang
besarannya sama dari tahun sebelumnya. Dalam
agenda setting Proses penyusunan kebijakan di
Indonesia melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak,
yaitu pihak eksekutif dan pihak legislatif sesuai
tingkatannya. Isu kebijakan merupakan produk
atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang
rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas
suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa
masuk menjadi suatu agenda kebijakan'’.

Mengenai isu kebijakan subsidi di RSUD Prof. DR.
H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi badan layanan
umum daerah (BLUD), bisa jadi permasalahan
tersebut tidak terlalu mendesak dan tidak mendapat
sorotan pemberitaan media dan tidak massif menjadi
opini publik. Karena sifatnya yang tidak dapat
dilihat seperti program-program fisik tetapi hanya
bisa dirasakan lewat pelayanan yaitu service yang
diberikan pihak rumah sakit kepada pasien. Namun,
ketika pemerintah daerah hendak menjadikan subsidi
tersebut menjadi sebuah kebijakan, para pelaku
kebijakan/stakeholder sudah mesti menghitung
dengan cermat kebutuhan rumah sakit sehingga
subsidi yang diberikan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Subsidi yang diterima RSUD Prof. DR. H.M.
Chatib Quzwain setelah menjadi badan layanan
umum daerah (BLUD), setiap tahunnya mengalami
penurunan untuk biaya operasional terutama untuk
belanja barang dan jasa pada tahun 2015 sebesar
9 % sedangkan untuk belanja pegawai pada tahun
2015 mengalami peningkatan sebesar 2 %.
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